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BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR: 29 TAHUN 2012

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

* bahwa memenuhi ketentuan Pasal © Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

pelaksanaan.anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |l dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1394 Nomar 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569),



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1987 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

i nomor 20 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 fentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9.. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4844):

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4801);




- 13.Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan DPRD ( Lembaran
' Negara Republik Indonesia tahun 2009 homaor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 );

14.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
. Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19.Peraturan Pemerintah Nomaor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4574);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomer 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);




24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); '

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26.Peraturan P38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

27.Peraturap Pemerintah Nomor 41 Tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

28.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Lepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 );

28.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Péndapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011.

32.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 TAhun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2007 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);



34.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Muara Enim {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 Nomor 1 0);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 TAhun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabu_paten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 Nomor 22);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2010 Nomor 3 seri A)

37.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 4 seri A),

38.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi
Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 Nomar 25);

39.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembeniukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 Nomor 26);

40.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam
Kabupaten Muara Enim {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 Nomor 27Y);

41.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelclaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara(Enim tahun 2008 Nomor 12);

42 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim tahun 2008 Nomor 13); '

43.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2008 ~ 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 Nomor 20);

44 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun
2010 Nomor 1);



45.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2010 nomor 4 seri A);

46 .Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Daerah Kahupaien Muara Enim tahun 2010 nomor 1 seri A);

47 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomeor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2010 nomor 2 Seri A);

48 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun Anggaran 2012 {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);

49 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Tahun Anggaran 2011
(Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomar 1 Seri A).

50.Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Darah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 4 Seri A).

51.Peraturan Bupati Muara Enim nomor 31 tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomaor 4 Seri A)

52.Peraturan Bupati Muara Enim Nomar 40 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 9 Seri A)



MEMUTUSKAN :

| : Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
| TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :
1. . Pendapatan
a.. Pendapatan Asli Daerzh :Rp.  BB.837.486.0687,74
b. Dana Perimbangan :Rp.1.054.682.574.423,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah :Rp. 185.972.182.092.84
: Rp.1.327.592.252.583,58
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai : Rp.497.163.546.209,80
2. Belanja Bunga ' Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi _ : Rp. 525.061.430,00
4. Belanja Hibah . :Rp. 12.676.803.100,00
5. Belanja Bantuan Sosial Rp.  7.773.451.248,00
6. Belanja Bagi Hasil T Rp. 0,00
p 7. Belanja Bagi Bantuan Keuangan :Rp. 32.119.780.000,00
' 8. Belanja Tidak terduga :Rp.1.117.489.000,00

:Rp. 551.376.130.987,90



b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Jumiah Belanja
Surplus (defisit)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b.  Pengeluaran
Jumiah Pembiayan Netto

Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA)

' Rp. 41.422.882.631,00
' Rp.281.293.759.464,07

: Rp.336.354.779.040.72

: Rp. 661.071.421.135,79
Rp.1.212.447.552.123,69

Rp. 115.144.700.459,89

:Rp.  130.980.821.738,51
:Rp. 22.603.025.744.84

: Rp. 108,377.795.993,67

Rp. 223.522.496.453,56

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 3

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran i Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




7

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tangggl : 3 Agustus 2012

BUPATI MPARA ENIM,

/MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim, j

pada tanggal : 3 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2012 NOMOR 29
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